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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara

cerai talak pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

M.  Khabib  Mustofa  Bin  Imam  Kurmen  umur  33  tahun,  agama  Islam,

pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Dusun V RT.023 RW.009 Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram

Baru Kabupaten Lampung Timur, sebagai  "Pemohon";

melawan

Dwi Suci Handayani Binti Ahmad Haspuri umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir  SMK,  pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

tempat tinggal di RT.010 RW.004  Kelurahan Kuripan Kecamatan

Kota Agung Kabupaten Tanggamus, sebagai  "Termohon" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;

-   Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

    Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tertanggal  06

Desember  2017  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Metro, Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 06 Desember 2017, telah

mengajukan  permohonan  Cerai  Talak  terhadap  Termohon  dengan

uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami  sah Termohon yang akad nikahnya

berlangsung di Tanggamus  pada  tanggal 03  Oktober  2015,

berdasarkan Kutipan  Buku Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Agung

Kabupaten  Tanggamus  Nomor  :  0278/10/X/2015 tertanggal 05

Oktober 2015;
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2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus  Jejaka dan Termohon

berstatus Perawan  dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  setelah  menikah  tinggal  dirumah

orang tua  Termohon di  Kelurahan  Kuripan  Kecamatan Kota  Agung

Kabupaten Tanggamus Selama 1 (satu) Minggu, Kemudian Pemohon

dan Termohon pindah kerumah orang tua  Pemohon di  Desa Teluk

Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten LampungTimur sampai

dengan berpisah;

4. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah bercampur  (ba’da

dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak bernama :Naylatul  Muna,  Perempuan,  umur 1 (satu)

tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan Juli  tahun  2016 rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  goyah,  selalu  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi

penyebabnya adalah :

1. Termohon  tidak  taat  dan  tidak  patuh  terhadap  Pemohon  dalam

rangka membina rumah tangga yang baik;

2. Termohon  selalu  menuntut  nafkah  ekonomi  keluarga  diluar

kemampuan Pemohon;

3. Keluarga  Termohon  terlalu  ikut  campur  dalam  masalah  rumah

tangga Pemohon dan Termoho;

4. Termohon  sering  marah-marah  dan  berkata  kasar  yang

menyakitkan hati Pemohon;

6. Bahwa  setiap  terjadi  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari

Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara  Pemohon

dan  Termohon  terjadi  pada bulan Desember  tahun  2016,  setelah

kejadian tersebut Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk
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kembali kerumah orang tua meninggalkan Pemohon, sampai dengan

sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih

selama 11  (sebelas)  bulan  dan  selama  itu  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah

tangga  dengan  meminta  bantuan  kepada  pihak  orang  tua  dan

keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha

tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  adanya  hal  hal  tersebut  diatas,  maka  Pemohon

merasa  sulit  untuk  mempertahankan  ikatan  pernikahan  seperti  ini

sehingga pula tujuan  pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah

tangga yang  sakinah,  mawaddah,  warahmah  tidak  akan  terwujud,

oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan

Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

      Berdasarkan  dalil  dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Metro dalam hal  ini  Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili  perkara ini,  kiranya berkenan memberikan putusan yang

amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Khabib Mustofa Bin Imam Kurmen)

untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Dwi  Suci

Handayani  Binti  Ahmad Haspuri)  di  depan sidang Pengadilan Agama

Metro;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil

adilnya;

    Bahwa  dalam  surat  penetapan  tertanggal  08  Desember  2017

Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan
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Agama Metro Kelas I  A  untuk memanggil  pihak-pihak yang berperkara

agar menghadiri persidangan;

    Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,  Pemohon

telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak

hadir;

    Bahwa Majelis Hakim telah memberikan  penjelasan dan  nasihat

kepada  Pemohon tentang  kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama  Metro

bahwa  karena  perkara  ini  perkara  cerai  talak  maka  sesuai  ketentuan

Undang-Undang  harus  diajukan  di  tempat  kediaman  Termohon  dan

senyatanya Termohon bertempat tinggal di Kota Agung yang merupakan

wilayah  yurisdiksi  dari  Pengadilan  Agama  Tanggamus  sehingga

Pengadilan  Agama  Metro  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  ternyata  penjelasan  dan  nasihat  tersebut  dapat

diterima oleh Pemohon dan ia menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa segala  sesuatu  yang  terjadi  di persidangan  telah  dicatat

dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa  Pemohon  menyatakan  tidak  ada  lagi  yang  akan

disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

    Menimbang,  bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai

diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan

mencabut  perkara  ini setelah  menerima  penjelasan  dan  nasihat  dari

majelis;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki

kepada materi  (dhi) jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut

tidak  perlu  meminta  persetujuan  dari  Termohon,  oleh  karena  itu

pencabutan perkara dari Pemohon patut untuk dikabulkan;

    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam

bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor
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7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum

syara yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1919/Pdt.G/2017/PA.Mt  tanggal 06 Desember 2017 dari Pemohon;

2. Memerintahkan panitera  untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Memerintahkan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp416.000,00 (empat  ratus enam belas ribu rupiah);

    Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis

Hakim  pada  hari  Rabu  tanggal  10  Januari  2018  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama

Metro  yang  terdiri  dari  Drs.  H.  Nemin  Aminuddin,  S.H.,  M.H.  sebagai

Hakim Ketua serta  Drs.  Joni  dan Dede Rika  Nurhasanah,  S.Ag.,  M.H.

sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua

tersebut  pada hari  itu  juga dalam sidang terbuka untuk  umum dengan

dihadiri  oleh para Hakim Anggota,  dan dibantu oleh Hj.  Soleha,  S.Ag.,

M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon  dan

Termohon.

HAKIM KETUA 

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.        

HAKIM ANGGOTA                     HAKIM ANGGOTA 

Drs. Joni                           Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H.
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PANITERA PENGGANTI

 Hj. Soleha, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
2 Biaya Proses : Rp  50.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp325.000,00
4 Biaya Redaksi : Rp    5.000,00
5 Materai : Rp    6.000,  00  

Jumlah Rp416.000,00
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